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P E N E T A P A N  

Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Nnk 

 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Nunukan  yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan 

itsbat nikah yang diajukan oleh : 

 

Ambo Endre bin Nippong, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 05 Mei 1980, 

NIK 6405020505800010, agama Islam, pekerjaan Petani, 

Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bunga 

Raya Putih, RT.05, Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, 

Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon I;  

Asse binti Marsuki, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 08 April 1982, NIK 

6405024804804820005, agama Islam, pekerjaan Tidak 

bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan 

Bunga Raya Putih, RT.05, Desa Srinanti, Kecamatan Sei 

Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon II;    

 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;  

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah 

memeriksa bukti-bukti di persidangan; 

 

 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya 

tertanggal 13 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Nunukan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan Register Nomor 

113/Pdt.P/2019/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan 

dalil-dalil sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama 

Islam pada tanggal 09 Desember 1997 di Pelda Umas, Malaysia. 

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah 

saudara kandung Pemohon II yang bernama Sudirman bin Marsuki sebagai 

wakil dari ayah kandung Pemohon II yang berada di kampung (Bulukumba, 

Sulawesi Selatan), kemudian saudara kandung Pemohon II tersebut 

mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Jalani yang sekaligus 

menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang 

saksi masing-masing bernama Sudirman bin Nippong (kakak kandung 

Pemohon I) dan Ridwan. 

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai 

wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil 

baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu. 

4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM100,- 

(seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai. 

5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun 

dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan tidak dalam 

masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak 

ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada 

hubungan sesusuan. 

6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama 

beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam. 

7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang 

tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak 

terikat perkawinan dengan pria lain. 

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang 

tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan 

tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 6 (enam) 

orang anak, masing-masing bernama : 

1.  Hasriani binti Ambo Endre. 

2.  Hasni binti Ambo Endre. 

3. Nurannisa binti Ambo Endre. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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4. Asira binti Ambo Endre. 

5. Riska binti Ambo Endre. 

6. Muhammad Rahmat Hidayah bin Ambo Endre. 

9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah para Pemohon 

berada di Malaysia Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Paspor dan 

dokumen-dokumen lainnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak 

dapat mendaftarkan pernikahan ke Konjen R.I. 

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan 

Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat 

dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk 

keperluan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah ini 

untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk 

mengurus surat-surat penting lainnya. 

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa 

dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi 

sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. 

2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Ambo Endre bin Nippong) 

dengan Pemohon II (Asse binti Marsuki) yang dilaksanakan pada tanggal 09 

Desember 1997 di Pelda Umas, Malaysia. 

3. Membebankankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. 

Menimbang bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan 

permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah 

diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nunukan; 

Menimbang bahwa atas pengumuman tersebut tidak ada orang lain yang 

keberatan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan 

Pemohon II tersebut;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I 

dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian 

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I 

dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon 

II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;  

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya 

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa : 
 

A. Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 

Nomor 6405020505800010, tanggal 13 Juli 2017, atas nama Ambo Endre, 

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan 

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua 

Majelis diberi paraf dan tanda P.1.; 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 

Nomor 6405024804820005, tanggal 13 Juli 2017, atas nama Asse, yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan 

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua 

Majelis diberi paraf dan tanda P.2.; 

 

B. Saksi 

1. Amran bin Jasman, tempat dan tanggal lahir, Kolaka, 1 Juli 1981, NIK 

6405020107810113, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Bunga Raya Putih, 

RT.5, Desa Srinanti, Kecamatan, Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut; 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi 

adalah saudara Ipar Pemohon I; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di 

Pelda Umas, Malaysia, pada tanggal 09 Desember 1997, saksi hadir 

pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama 

Islam; 

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II dalam 

perkawinannya dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II 

yang bernama Sudirman bin Marsuki sebagai wakil dari ayah kandung 

Pemohon II yang berada di kampung (Bulukumba, Sulawesi Selatan), 

kemudian saudara kandung Pemohon II tersebut mewakilkan kepada 

Imam Kampung bernama Jalani yang sekaligus menikahkan Pemohon I 

dan Pemohon II; 

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan 

Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sudirman bin Nippong dan 

Ridwan; 

- Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi-saksi tersebut semuanya 

beragama Islam; 

- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada 

Pemohon II adalah berupa uang sebesar RM100,- (seratus Ringgit 

Malaysia) dibayar tunai; 

- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan 

Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, 

tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam 

perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing 

bernama : Hasriani  binti Ambo Endre, Hasni binti Ambo Endre, Nurannisa 

binti Ambo Endre, Asira binti Ambo Endre, Riska binti Ambo Endre, 

Muhammad Rahmat Hidayah bin Ambo Endre; 

- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I 

dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan 

terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 

permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan 

Pemohon I dan Pemohon II; 
 

2. Ridwan bin Alauddin, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 28 Februari 

1976, NIK 6405022802760001, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, 

pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bunga Raya Putih, 

RT.5, Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut; 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi 

adalah saudara Ipar Pemohon I; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di 

Pelda Umas, Malaysia, pada tanggal 09 Desember 1997, saksi hadir 

pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama 

Islam; 

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II dalam 

perkawinannya dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II 

yang bernama Sudirman bin Marsuki sebagai wakil dari ayah kandung 

Pemohon II yang berada di kampung (Bulukumba, Sulawesi Selatan), 

kemudian saudara kandung Pemohon II tersebut mewakilkan kepada 

Imam Kampung bernama Jalani yang sekaligus menikahkan Pemohon I 

dan Pemohon II; 

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan 

Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Ridwan) dan 

Sudirman bin Nippong; 

- Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi-saksi tersebut semuanya 

beragama Islam; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 

 

  

- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada 

Pemohon II adalah berupa uang sebesar RM100,- (seratus Ringgit 

Malaysia) dibayar tunai; 

- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan 

Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, 

tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam 

perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing 

bernama : Hasriani  binti Ambo Endre, Hasni binti Ambo Endre, Nurannisa 

binti Ambo Endre, Asira binti Ambo Endre, Riska binti Ambo Endre, 

Muhammad Rahmat Hidayah bin Ambo Endre; 

- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I 

dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai; 

- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan 

terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 

permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan 

Pemohon I dan Pemohon II; 
 

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon I dan 

Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta 

memberikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada 

permohonannya semula dan mohon penetapan; 
 

Menimbang bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, 

maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;  
 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang 

merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut 

Pengadilan Agama; 

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di 

wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya Pengadilan 

Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;  

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang 

berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami 

dan Pemohon II sebagai isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) 

Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal 

standing dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;  

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada 

pokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I 

dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 1997 di 

Pelda Umas, Malaysia, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti autentik 

perkawinan tersebut;  

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya 

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri dari 

alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana 

telah diuraikan dalam duduk perkara di atas; 

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan 

Pemohon II yang terdiri dari alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, semuanya 

telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan 

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai 

dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal 

Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat 

tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti; 

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II 

adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah dewasa, memberikan keterangan di 

Disclaimer
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depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya 

secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai 

ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.; 

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti surat 

maupun saksi, sebagaimana berikut; 

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh 

Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai 

dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 

yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, 

maka oleh karenanya bukti surat bertanda P.1 tersebut merupakan alat bukti 

yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti surat 

bertanda P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon I tinggal di wilayah Kabupaten 

Nunukan; 

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh 

Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai 

dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 

yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, 

maka oleh karenanya bukti surat bertanda P.2 tersebut merupakan alat bukti 

yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti surat 

bertanda P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten 

Nunukan; 

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I 

dan Pemohon II masing-masing bernama Amran bin Jasman dan Ridwan bin 

Alauddin; 

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I 

dan Pemohon II tersebut, masing-masing telah memberikan keterangan yang 

ada relevansinya dengan pokok perkara a quo sebagaimana telah diuraikan 

secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-

saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 

309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut 

Disclaimer
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secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai 

kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (vrij bewijs kracht);  

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II 

serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dapat 

disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Pelda 

Umas, Malaysia, pada tanggal 09 Desember 1997, saksi hadir pada acara 

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama 

Islam; 

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II dalam 

perkawinannya dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II 

yang bernama Sudirman bin Marsuki sebagai wakil dari ayah kandung 

Pemohon II yang berada di kampung (Bulukumba, Sulawesi Selatan), 

kemudian saudara kandung Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam 

Kampung bernama Jalani yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan 

Pemohon II; 

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I 

dengan Pemohon II adalah Sudirman bin Nippong dan Ridwan; 

- Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi-saksi tersebut semuanya beragama 

Islam; 

- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada 

Pemohon II adalah berupa uang sebesar RM100,- (seratus Ringgit Malaysia) 

dibayar tunai; 

- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I 

berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak 

ada hubungan nasab maupun sesusuan; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya 

telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : Hasriani  

Disclaimer
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binti Ambo Endre, Hasni binti Ambo Endre, Nurannisa binti Ambo Endre, 

Asira binti Ambo Endre, Riska binti Ambo Endre, Muhammad Rahmat 

Hidayah bin Ambo Endre; 

- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan 

Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai; 

- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan 

terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 

permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan 

Pemohon I dan Pemohon II; 
 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka 

perkara ini telah sesuai dengan petunjuk syar’i yang terdapat dalam Kitab 

Fathul Mu’in pada bab ad da’waa wal bayyinaat, yang diambil alih menjadi 

pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : 
 

 

 وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدل

 ورضاها ان شرط بان كانت غيرمجبرة

 

Artinya :  “Dan untuk dakwaan (pengakuan) mengenai pernikahan terhadap 

seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan kesahan nikah itu 

dan syarat-syaratnya, yaitu berupa wali dan dua orang saksi laki-laki 

yang adil, dan juga menyebutkan kerelaan wanita tersebut, jika untuk 

kesahan nikah itu disyaratkan ada kerelaan, sebagaimana wanita itu 

tidak dapat dipaksa ”; 

 

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat 

nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya 

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II 

tersebut, telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah 

pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan 

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;  

Disclaimer
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Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan 

syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi 

Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan 

Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan jo. Pasal  39  

Kompilasi Hukum Islam; 

 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang 

keberatan atas perkawinan dan pengumuman permohonan itsbat nikah 

Pemohon I dan Pemohon II,  maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil 

permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti adanya, dan perkawinan 

Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan 

Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1997 di Pelda 

Umas, Malaysia, harus dinyatakan sah;  
 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan 

berdasar hukum, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan; 
 

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 

3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 

2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada 

Pemohon I dan Pemohon II; 
 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
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MENETAPKAN 
 
 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ambo Endre bin 

Nippong) dengan Pemohon II (Asse binti Marsuki) yang dilaksanakan 

pada tanggal 09 Desember 1997, di Pelda Umas, Malaysia; 

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya 

perkara sejumlah Rp.846.000,00  (delapan ratus empat puluh enam ribu  

rupiah); 
 

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 

2019, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. A. 

Fuadi., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Rahmat Tri 

Fianto, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota. Penetapan 

mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Majelis Hakim 

Anggota tersebut dan dibantu Cahyo Komahally, S.HI., sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II; 

 

 

 

Hakim Anggota, 
 
 

ttd 
 
 

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI. 

Ketua Majelis, 
 
 

ttd 
 
 

Drs. A. FUADI. 

 

 
 
 

Hakim Anggota, 
 
 

ttd 
 
 

RAHMAT TRI FIANTO, S.HI., M.H. 
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Panitera Pengganti, 
 
 
 

ttd 
 

 
CAHYO KOMAHALLY, S.HI. 

 

 
 

 

Rincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran  : Rp   30.000,00 

2. Biaya Proses   : Rp   50.000,00 

3. Biaya Pengumuman  : Rp 100.000,00 

4. Biaya Panggilan   : Rp 630.000,00 

5. Biaya PNBP Panggilan  : Rp   20.000,00 

6. Biaya Redaksi    : Rp   10.000,00 

7. Biaya Meterai                 : Rp     6.000,00 

   Jumlah                        Rp 846.000,00   

   (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah). 

 

 
Nunukan, 21 Juni 2019 
Disalin sesuai dengan aslinya, 
Panitera, 

 
 
 

Dra. Wahdatan Nusrah. 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


